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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapats disimpulkan sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Ketimpangan Kab/Kota di Teluk Tomini. Artinya setiap 

peningkatan Desentralisasi Fiskal Penerimaan dapat mengurangi 

Ketimpangan Kab/Kota di KawasanTelukTomini.  

2. Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Ketimpangan Kab/Kota di Teluk Tomini. Artinya setiap peningkatan 

Pajak Daerah maka akan meningkatkan Ketimpangan Kab/Kota di 

Kawasan Teluk Tomini. 

3. Belanja Langsung memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 

Ketimpangan. Artinya Setiap peningkatan Belanja Langsung maka akan 

mengurangi Ketimpangan Kab/Kota di KawasanTeluk Tomini. 

4. Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Ketimpangan Kab/Kota di Teluk Tomini. Artinya setiap 

peningkatan Belanja Tidak Langsung maka akan meningkatkan 

Ketimpangan Kab/Kota di KawasanTeluk Tomini. 
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5.2 Saran 

Saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebgai beriku:  

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Teluk Tomini diharapkan mampu 

meningkatkan potensi tiap-tiap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 

fiskal secara adil dan merata, agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan. 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Teluk Tomini diharapkan bisa memberikan 

bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat miskin seperti bantuan modal 

untuk keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dengan 

mengalokasikan belanja pemerintah secara adil demi mengurangi 

ketimpangan di Teluk Tomoni. 

3. Pemerintah Kab/Kota di Teluk Tomini perlu meningkatkan evektivitas 

pelaksanaan belanja infastruktur dan memperluas pembangunan sampai 

kepolosok daerah agar dampak dari belanja infastruktur dapat dirasakan 

oleh semua masyarakat yang berada di TelukTomini. 
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